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ABSTRAK

Ajie Waskito Muhammad, 2024. “Penafsiran Hukum Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023”. Skripsi
Prodi Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan
putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai perkara pengujian
materiil Pasal 280 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran hakim dalam putusan
tersebut menarik diteliti karena Adanya sifat contradictio in terminis
yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, secara tegas melarang
tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di
penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh
penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Penelitian hukum ini
merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam penafsiran
hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI1/2023
hakim Mahkamah Konstitusi condong menggunakan pendekatan
originalis berupa penafsiran [litterlijk, gramatikal, historis, dan
sistematis. Penulis beranggapan seharusnya hakim Mahkamah
Konstitusi tidak litterlijk pada pada pasal 22E ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 saja, akan menarik
andaikan hakim menggunakan pendekatan Non Originalisme berupa
penafsiran sosiologis maka akan dikabulkan seluruh permohonannya.
Sehingga memberikan kepastian hukum bagi warga negara mengenai
bagaimana hak-hak mereka diatur dan dilindungi dalam undang-
undang dan penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat
dilaksanakan secara efektif tanpa hambatan yang tidak perlu.

Kata Kunci: Hakim, Kampanye, Penafsiran Hukum.
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ABSTRACT

Ajie Waskito Muhammad, 2024. "Penafsiran Hukum Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023". UIN
Constitutional Law Study Program Thesis KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan 2024. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia handed
down decision number 65/PUU-XXI/2023 regarding the case of
material review of Article 280 paragraph [ letter (h) of Law Number
17 of 2017 concerning General Elections. The judge's interpretation
in this decision is interesting to examine because of the contradiction
in terminis contained in Article 280 paragraph (1) letter h, which
expressly prohibits without exception and without conditions
campaigns from using government facilities, places of worship and
places of education, but in his explanation it actually excludes them
by condition of being invited by the person in charge and without
campaign attributes. This legal research is normative legal research.
The research approaches used in this research are the statutory
approach, case approach and conceptual approach. In interpreting
the law of the Constitutional Court decision Number 65/PUU-
XX1/2023, the Constitutional Court judges tend to use an originalist
approach in the form of litterlijk, grammatical, historical and
systematic interpretations. The author believes that Constitutional
Court judges should not litter with Article 22E paragraph (1) of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it would be
interesting if the judge used a non-originalist approach in the form of
a sociological interpretation, then all of his requests would be
granted. So as to provide legal certainty for citizens regarding how
their rights are regulated and protected in law and it is important to
ensure that these rights can be implemented effectively without
unnecessary obstacles.

Keywords : Judges, Campaign, Legal Interpretation.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 20 Juli 2023 Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PUU-XX1/2023 mengenai perkara pengujian Pasal 280 ayat (1)
huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat Pendidikan.

Bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h di atas
dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim
kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan
kampanye tanpa ada pengecualian, yang seharusnya tidak perlu
lagi diberikan penjelasan, ternyata tetap diberikan penjelasan.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai
berikut:

Fasilitas  pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa
atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung
jawab  fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan.



Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, berdasarkan
penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan kerugian
konstitusional, yaitu terjadinya ketidakpastian hukum dalam
larangan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat
ibadah dan tempat pendidikan.! Ketidakpastian hukum itu terjadi
karena adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi
pokoknya (contradictio in terminis)* Adanya sifat contradictio in
terminis tersebut dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h
sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat
kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan
tempat  pendidikan, namun di  penjelasannya  justru
mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung
jawab dan tanpa atribut kampanye. Adanya dua ketentuan yang
mengatur secara berbeda itu telah mengakibatkan norma hukum
menjadi tidak pasti. 3

Sementara itu batu pijakan yang digunakan pemohon untuk
membenturkan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu
dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945: “Pemilihan Umum dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia. jujur, dan adil setiap

! Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-
XX1/2023. h. 8.

2 Contradiction in terminis merupakan logika yang bertentangan didalam
hukum. Juga dapat diartikan sebagai majas yang menggunakan pernyataan yang
bersifat menyangkal atau bertentangan. Mardian Wibowo, Asas-asas Pengujian
Undang-undang, (Depok; Rajawali Press, 2020), h. 53.

* Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-
XX1/2023. h. 8-9.



lima tahun sekali” dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang materi muatannya
jelas bertentangan dengan penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h
tersebut.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya
menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa
atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung
jawab  fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 280 ayat (1)
huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘“mengecualikan
fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat
izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa
atribut kampanye pemilu”.

Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat
pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab
tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” *

Penulis menilai masih terdapat kejanggalan apakah hakim
Mahkamah Konstitusi hanya menafsirkan Pasal 280 ayat (1) huruf
h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum secara letterlijk dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau hakim
Mahkamah Konstitusi juga merambat dalam menafsirkan ke
Pasal-Pasal yang lain secara komprehensif dalam koridor Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji perkara
nomor 65/PUU-XXI/203 seharusnya mengabulkan permohonan
seluruhnya apabila hakim Mahkamah Konstitusi tidak /letterlijk
menguji pada pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 saja. Andaikan hakim Mahkamah
Konstitusi menafsirkan dengan pasal yang lebih komprehensif
atau lebih sistematis kemungkinan putusannya bisa berbeda,
apabila diuji dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 31 (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga

menjadi lebih menarik.

4 Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-
XX1/2023. h. 49.



Hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan suatu
perkara pasti menggunakan beberapa macam metode pendekatan
dan penafsiran hukum, Adapun penafsiran hukum yang digunakan
hakim mahkamah konstitusi belumlah sesuai apa yang
dikehendaki pemohon sehingga terjadi ketidaksesuaian antara
norma hukum sepertihalnya putusan MK nomor 65/PUU-
XX1/2023 ini yang masih menjadi perdebatan hingga sekarang
tentang diperbolehkannya fasilitas pemerintah dan tempat
Pendidikan untuk digunakan kampanye Pemilihan Umum.

Tempat Pendidikan pada hakikatnya tidak etis untuk
dilakukan kampanye, hal ini sebagaimana yang diamanatkan di
dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwasanya para pendidik pada dasarnya
merupakan bagian dari pemerintahan yang harus bersikap netral
dalam pemilu, sehingga tidak boleh berpihak kepada politik
tertentu. Para pendidik harus tetap konsisten dalam menjalankan
tugsanya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun dalam realitanya sering kali tempat Pendidikan
(Perguruan Tinggi) maupun fasilitas pemerintah sudah memiliki
preferensi atau aliran politik tertentu. Jadi frasa diperbolehkan
kampanye di dunia Pendidikan dan tempat fasilitas pemerintah itu
akses izinnya dibolehkan kepada masing-masing pihak tempat
pendidikan maupun fasilitas pemerintahan dapat dianggap tidak

bisa dinetralisir untuk membangun diseminasi gagasan para capres



dengan akses yang sama di tempat pendidikan maupun fasilitas
pemerintahan yang dapat berakibat terjadi nepotisme. >

Dalam struktur pemerintah termasuk kepala daerah
merupakan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh pemerintah
eksekutif dalam hal ini presiden. Ketika akses sudah diberikan
kepada masing-masing kepala daerah, jelas memiliki hegemoni
struktural elitisme kekuasaan untuk menyokong bagaimana akses
yang tidak sama. Sehingga prevensi politik ini yang akan
menuntun mereka. Siapa yang akan diberikan akses izin siapa
yang tidak diberikan akses izin menggunakan fasilitas pemerintah
untuk menggelar kampanye.® Seharusnya tempat Pendidikan
maupun fasilitas pemerintahan memiliki norma-norma yang harus
dijaga keberadaannya tanpa harus terkontaminasi kepentingan
politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, inilah penulis tertarik
untuk melakukan penelitian untuk menganalisis penafsiran hakim
Mahkamah Konstitusi didalam menjatuhkan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, karena terjadinya
ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan
fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan

sebagaimana telah dijelaskan.

5 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19647 . Diakses
pada tanggal 10 Oktober 2023. Utami Argawati, Menguji Kembali Ketentuan
Larangan Kampanye.

6 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19647 . Diakses
pada tanggal 10 Oktober 2023. Utami Argawati, Menguji Kembali Ketentuan
Larangan Kampanye.




Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

65/PUU-XX1/2023?

. Bagaiamana Akibat Hukum Penafsiran Hakim Mahkamah

Konstitusi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

65/PUU-XX1/2023?

Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas,
penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan Menganalisis penafsiran hukum oleh
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023.

2. Menjelaskan dan Menganalisis akibat hukum penafsiran
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023.

Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Uraian hasil penelitian ini diharapkan dapat
berguna sebagai pengembangan keilmuan, informasi
akademis dan dapat memperluas khasanah berpikir peneliti
di bidang Hukum Tatanegara, khusunya mengenai
penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan
akibat hukum penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi

didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-



XXI1/2023 serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang
peneliti dapatkan selama perkuliahan.
2. Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi
pemberlakuan hukum guna kepentingan negara, bangsa
dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat secara
khusus kepada praktisi hukum dan manfaat kepada
masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman
mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta
akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 65/PUU-XX1/2023, dan pembentukan hukum serta
dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak yang
terkait dengan penelitian ini
E. Tinjauan Pustaka
Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap
penelitian, peneliti perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-
karya ilmiah terdahulu yang meneliti hal-hal terkait dengan
penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah
mengkaji beberapa tulisan atau karya ilmiah terkait tentang
permasalahan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah
Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, referensi

tersebut antara lain:



No | Penulis Judul Pembahasan

1 Muchamad “Pola Penafsiran | Pola penafsiran konstitusi
Ali  Safaat, | Konstitusi putusan-putusan Mahkamah
Dkk. (2017) | Dalam Putusan | Konstitusi dalam perkara
Jurnal Mahkamah Pengujian Undang- Undang
Konstitusi Konstitusi terhadap Undang-Undang

Periode  2003- | Dasar. penafsiran  yang

2008 dan 2009- | digunakan dalam putusan

2013 MK pada umumnya adalah
penafsiran originalis.

2 | Isfan  Fajar | “Analisis Pertimbangan hakim
(2020) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Skripsi Mahkamah Putusan nomor 100/PUU-
Fakultas Konstitusi XII/2015 tentang pasangan
Hukum Nomor calon tunggal serta
Universitas 100/PUU- membahas mengenai
Islam Riau XII1/2015 kelebihan dan kekurangan

Terhadap pemilihan umum Kepala
Pengujian Daerah yang diikuti calon
Undang-Undang | tunggal.

Nomor 8 Tahun

2015  Tentang

Pemilihan

Umum,

Gubernur,

Bupati dan

Walikota”

3 | Fitri Dwi “Kajian Yuridis | Argumentasi hukum dan
Marsela Terhadap Landasan penafsiran Hakim
(2017) Penafsiran Konstitusi terkait asas nemo
Skripsi Hakim iudex in causa sua dalam
Fakultas Konstitusi putusan Mahkamah
Hukum Terkait Asas Konstitusi Nomor 1-2/PUU-
Universitas Nemo Iudex In | X1I/2014  yang  terdapat
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Negeri Causa Sua benturan asas ius curia novit
Semarang Dalam Putusan | dengan asas nemo iudex in

Mahkamah causa sua (hakim tidak boleh

Konstitusi menguji terkait perkaranya

Nomor 1- sendiri).

2/PUU-

XI11/2014”
Afrintina “Tafsir Penafsiran putusan
(2017) Mahkamah Mahkamah Konstitusi
Skripsi Konstitusi terhadap pasal 18 Undang-
Fakultas Terhadap Pasal | Undang Dasar 1945 dengan
Hukum 18 Undang- menggunakan metode
Universitas Undang Dasar penafsiran konstitusi
Lampung 1945» kalangan originalis dan non-
Bandar originalis.
Lampung
Khoirul “Analisis Hakim Mahkamah Konstitusi
Ma’arif Putusan dalam melakukan
(2023) Tesis | Mahkamah pertimbangan hukum pada
Magister Ilmu | Konstitusi putusan Mahkamah
Syari’ah Nomor 42/PUU- | Konstitusi Nomor 42/PUU-
Fakultas XIX/2021 XIX/2021 dengan
Syariah dan Tentang menggunakan beberapa
Hukum Periodesasi metode penafsiran hakim,
Universitas Masa Jabatan diantaranya; penafsiran
Islam Negeri | Kepala Desa historis, penafsiran struktural
Kalijaga Perspektif dan penafsiran futuristik.
Yogyakarta Siyasah

Qadaiyyah”

Terdapat tiga hal yang membedakan antara penelitian

sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, adapum

substansi perbedaannya ialah:
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Pertama, ditinjau dari subjek penelitian, dimana
penelitian sebelumnya menggunakan subjek penelitian pola
penafsiran konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi,
Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
nomor 100/PUU-XI1/2015, Argumentasi hukum dan Landasan
penafsiran Hakim Konstitusi terkait asas nemo iudex in causa
sua’ dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-
XII/2014. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu
terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan
diteliti, serta substansi putusan yang berbeda.

Kedua, ditinjau dari metode penelitian, penelitian
sebelumnya terdapat beberapa menggunakan metode penelitian
yuridis-empiris, sedangkan penelitian yang penulis lakukan
menggunakan metode penelitian yuridis-normatf.

Ketiga, ditinjau dari pendekatan penelitian, penelitian
sebelumnya terdapat beberapa menggunakan pendekatan
komparatif ~ (comparative  approach), dan  pendekatan
konseptual (conceptual approach), sedangkan penelitian yang
penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case

approach).

7 asas nemo iudex in causa sua yaitu seorang hakim memiliki kewajiban

mengundurkan diri apabila menangani perkara yang menyangkut dirinya. Fitri Dwi
Marsela, Kajian Yuridis Tehadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo
Iudex In Causa Sua, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, h.
27.
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F. Kerangka Teori
Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam
penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum. Teori
Penafsiran Hukum dimaksudkan sebagai suatu metode dalam
penemuan hukum (rechtsvinding) berdasarkan konstitusi atau
Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang
dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi.® Adapun fokus
pembahasannya yaitu pada penafsiran gramatikal dan
penafisran non-originalis.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai
suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan
bertindak dalam melakukan penelitian.’
1. Jenis Penelitian dan pendekatan
a. Jenis Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum
normatif (normative legal research) karena titik fokusnya
adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek,
seperti hal nya teori, sejarah, filosofi, struktur dan
komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan

penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat

8 Diah Imaningrum Susanti. Penafsiran Hukum Teori & Metode. (Jakarta:
Sinar Grafika, 2019) h. 15.

® Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2011), h. 254.
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suatu undang-undang serta bahasa hukum yang
digunaan.!°

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum
normatif, karena hendak menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi.!!

b. Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa
jenis beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan
penelitian pada:

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach),
pendekatan  penelitian  yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan pendekatan untuk mengkaji
perundang-undangan terkait tema penelitian.'?

2) Pendekatan Kasus (Case Approach), pendekatan jenis
ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah
mendapatkan putusan. Kasus- kasus tersebut bermakna
empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, '3
kasus-kasus  tersebut  dapat  dipelajari  untuk
memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi

pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik

10 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), h. 134.

1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media,
2010), hlm. 35.

12 Ani Purwati, Metode Penelitian Teori dan Praktek, (Surabaya: CV. Jakad
Media Publishing, 2020), h. 87.

13 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.
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hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk
bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.!#

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach),
pendekatan jenis ini memberikan sudut pandang
Analisa penyelesaian masalah dalam penilitian hukum
yang meliputi aspek konsep-konsep hukum yang
melatar belakanginya atau nilai-nilai yang terkandung
dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan
dengan konsep-konsep yang digunakan.!> Pendekatan
ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang
berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-
undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang
terkandung dalam konsep-konsep hukum yang
mendasarinya. Pendekatan ini berasal dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum.'®

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder,

yaitu daya yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan

mencermati literatur-literatur, artikel-artikel serta bahan

14 Mukti Fajar, dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana,

2010), h. 36.

16 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru
Press, 2014), h. 35.
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lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri
atas :!7

a. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa
peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara
lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum
berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli
hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum,
artikel-artikel ~ hukum, dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur

inventarisasi dan identifikasi peraturan  perundang-

17" Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.
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undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum
sesuai permasalahan penelitian. Maka dari itu, teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah
mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun
penulusuran melalui media internet yang terkait dengan
permasalahan penelitian yang diuraikan penulis.'®
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara
mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian
membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan
pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. ! Analisis ini
dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara
sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.
Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan
sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk
digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam
penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara
normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian

ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam

8 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

Y Fitri Dwi Marsela, “Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim
Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI11/2014”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, 2017, h. 38.
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bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta
kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan
dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan
sistematisasi. Teknik  deskripsi yakni menguraikan
(mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi
dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang
dijumpai.

Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan
jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-
proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai
dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini.
Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak
tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau
tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi,
pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan
hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan
rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara
peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang
tidak sederajat.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan
mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk
dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk
menganalisis adalah metode presktiftif, yaitu metode

analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang
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obyek yang diteliti apakah bener atau salah atau apa yang
seharusnya menurut hukum.?°
H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab,
terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang
digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu Penafsiran
Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-
XX1/2023.

Bab ketiga, berisi duduk perkara permohonan dan
pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Mahkamah Konstutusi nomor 65/PUU-XX1/2023.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian. Bab ini
berisi analisis penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor
65/PUU-XX1/2023 dan akibat hukum terhadap penafsiran
hakim Mahkamah Konstitusi didalam putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 65/PUU-XX1/2023.

20 K B Larantukan, Hubungan Negara dan Agama dalam Neagara Hukum
di Indonesia, (Thesis: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), h. 64.
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Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan

saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-XX1/2023 sebagaimana yang dipaparkan
penulis seharusnya dikabulkan seluruhnya. Hal ini bertolak
belakang terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang amar
putusannya mengabulkan sebagaian, Adapun yang menjadi titik
pertimbangan hukum oleh hakim didasari beberapa penafsiran
yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstutusi. Penafsiran
hukum yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi condong
dalam bentuk pendekatan originalis berupa penafsiran litterlijk
dengan mengulik aturan secara [itterlijk hal ini termuat dalam
penafsiran hakim pada point 3.13, point 3.14, point 3.16, dan
point 3.17, penafsiran restriktif (penjelasan yang bersifat
membatasi), bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-
undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang
tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lex stricta) yang
termuat dalam penafsiran hakim point 3.16 dan point 3.17.
Selain itu hakim juga menggunakan penafsiran gramatikal
(penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna
ketentuan UU), hal ini termuat dalam penafsiran hakim point
3.11 dan 3.15. Pada penafsiran terakhir hakim menggunakan
penafsiran secara historis (sejarah UU terkait), hal ini

ditemukan dalam pertimbangannya point 3.15 putusan Nomor

108
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65/PUU  XXI1/2023. Hakim Mahkamah Konstitusi juga
menggunakan satu pendekatan non-originalis berupa penalaran
sosiologis pada pertimbangan hakim point 3.12. Penulis
mengasumsikan seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi juga
menggunakan pendekatan Non-originalis dalam penafsirkan
putusan tersebut berupa penafsiran sosiologis pada point 3.15,
3.16 dan 3.17, penafsiran agar semua permohonan dapat
dikabulkan seluruhnya.

. Akibat hukum penafsiran hakim dalam Putusan Mahkamah
Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu, apabila hakim Mahkamah
Konstitusi menggunakan pendekatan non-originalis berupa
penafsiran sosiologis, futuristik dan teleologis dalam memutus
perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023 pada point 3.15, point 3.16 dan point 3.17 maka
permohonan tersebut akan dikabulkan seluruhnya. Sehingga
menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah
gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu
sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan
sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari
penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun,
prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan
antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai
politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan
masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip
netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap

netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya
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kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak
pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan
beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai
tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam
penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI1/2023
yang telah menimbulkan perdebatan karena menjadikan adanya
multitafsir antara penjelasan dan Pasal 280 ayat (1) huruf h
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum dalam pelaksanaannya tidak tepat. Diharapkan
keputusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi
sebaiknya berdasarkan aturan hukum dan pertimbangan yang
logis hakim, sehingga keputusan dapat dilaksanakan dengan
baik tanpa adanya perdebatan kembali.

2. Penerapan Putusan No. 65/PUU-XX1/2023 dalam melakukan
kampanye pemilu di tempat Pendidikan berdasarkan pada Pasal
267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, diharapkan dilaksanakan dengan kehati-
hatian dan penuh tanggungjawab. Kampanye yang dilakukan di
fasilitas Pendidikan membutuhkan pengaturan yang jelas dari
PKPU, maka diharapakan adanya penekanan pada pendidikan
politik. Pendidikan politik dibutuhkan karena para pemilih
muda harus dapat membedakan adanya politik yang tidak baik
melalui media sosial dan tidak secara langsung menerima

informasi tersebut.
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